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Abstrak

Dalam penelitian ini dapat mengetahui efektivitas penerapan prinsip — prinsip
pelayanan publik pada mal pelayanan publik“merdeka” kota malang dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif,informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan
purposive sampling,teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah
Wawancara,Observasi, Dan Dokumentasi serta peneliti menganalisis data
menggunakan pengumpulan data,kondensasi data,penyajian data dan penarikan
kesimpulan hasil dari efektivitas penerapan prinsip — prinsip pelayanan publik pada
mal pelayanan publik“merdeka kota malang di disnaker PMTSP dalam pelayanan
perizinan.dalam penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pelayanan publik menurut
UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ialah : Kesederhanaan,
Kejelasan,Kepastian Waktu,Kepastian Hukum, Tanggung Jawab,Sarana Dan
Prasarana,Kemudahan Akses,Kedisiplinan,Dan Kenyamanan Sudah Diterapkan Di
Mal Pelayanan. faktor pendukung ialah Kesiapan sumber daya manusia yang memadai
dan kerja tim serta faktor penghambat adanya miss komunikasi dari pegawai layanan
sehingga dapat menghambat pelayanan tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik,Dan Proses Pelayanan

Perizinan.



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyebab buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat ditinjau
dari beberapa faktor seperti: Terbatasnya fasilitas pelayanan publik.Ketidaklengkapan
fasilitas pelayanan publik sering terjadi pada daerah pedesaan maupun pelosok. Faktor
geografis lah yang menjadi kendala utama pada permasalahan ini. Medan yang sulit
diakses seperti di daerah pegunungan membuat aktivitas pelayanan terhambat Selain
kendala pada kondisi alam, faktor sinyal juga sangat mempengaruhi proses
pelayanan.Sinyal di daerah pedesaan maupun pelosok memang sangat sulit ditemukan,
sehingga proses pelayanan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Di era sekarang
hampir semua aspek kehidupan beralih menjadi digital, oleh karena sinyal memiliki
peran penting dalam mengakses internet. Ketidakprofesionalan petugas pelayanan
publik masih sering terjadi lantaran tidak adanya rasa kedisiplinan serta kesadaran
terhadap tugas dan kewajiban, menyebabkan proses pelayanan dilakukan sekedarnya.
Sehingga banyak masyarakat yang kecewa terhadap proses pelayanan, karena dinilai
kurang efisien membuat proses pelayanan menjadi lambat (Kompasiana.com.2022).
Digitalisasi administrasi publik merupakan jawaban bagi kita untuk lebih
mengembangkan administrasi publik secara cepat dan efektif karena digitalisasi
administrasi publik akan benar-benar ingin memberikan keuntungan yang belum
pernah ada sebelumnya sehingga akan memberikan jawaban untuk menjauhi tindakan

pemaksaan, pungutan dan unsur-unsur itu. Membuat organisasi Indonesia terlihat cacat



dan memberontak. Selain itu, hal ini selalu menjadi keluhan masyarakat terkait
pelayanan publik Indonesia. Dunia komputerisasi mengharapkan kita untuk lebih
fleksibel dalam melibatkan inovasi demikian juga dengan administrasi publik,
administrasi publik penting dalam pemerintahan karena upaya yang dilakukan oleh
otoritas publik untuk lebih mengembangkan administrasi publik belum memiliki
pilihan untuk menawarkan dukungan terbaik, disana masih banyak kekurangan yang
terlacak dalam bantuan terbuka seperti pelayanan prima, cepat, dan tanggap
(Kumparan.com. 2022).

Untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat umum maka pemerintah
memiliki inovasi Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Layanan Publik, Mal Pelayanan Publik mulai digaungkan oleh
Pemerintah sejak tahun 2017. didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan
untuk menyelenggarakan pelayanan publik berupa barang, jasa, dan/atau jasa
pemerintah yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu pusat dan daerah serta
kepanjangan tangan pemerintah kepada usaha/jasa daerah atau Perusahaan swasta
dipadukan dengan pelayanan yang cepat, terjangkau, aman dan nyaman (Ombudsman,
2020).

Untuk mendukung Inovasi Layanan khusus untuk mengimplementasi
Peraturan No. 23 Tahun 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maka pemerintah Kota Malang meluncurkan

Inovasi Yang bernama Mal Pelayanan Publik, sebagai lembaga pemerintah pengelola



pelayanan publik di sarankan untuk memberikan Bantuan cepat, jelas, dan bebas repot.
Dalam hal ini, Mal Layanan Publik memfasilitasi akuisisi layanan dan mempercepat
kemajuan di sektor publik. Karena semua proses pendampingan yang terkesan panjang
dan berbelit-belit mulai sepi.(Malangkota.go.id, 2022).

Ide dasar mal pelayanan publik adalah menggabungkan semua jenis layanan ke
dalam satu bangunan. Pada Pusat Belanja Bantuan Umum terdapat pelaksanaan
pelayanan administrasi publik, baik berupa produk, administrasi regulasi yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dan berbagai administrasi
tersebut berada dalam satu kawasan atau gedung tertentu. Sepanjang garis ini peneliti
tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip
Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang. Untuk
mempelajari  lebih dalam peneliti mengenai layanan mal pelayanan publik
merdeka,serta melihat upaya- upaya yang dilakukan pemerintah Mal Pelayanan Publik

Merdeka Kota Malang saat ini.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun masalah yang diteliti:
1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Mal
Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang ?
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip

Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang ?



1.3. Tujuan Penelitian

1. Dapat Mengetahui Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Dalam Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota Malang ?

2. Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Penerapan Prinsi
p-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik “Merdeka” Kota
Malang ?

1.4 Manfaat Penilitian

1. Manfaat praktis
Dapat memberikan data yang berhubungan dengan Efektivitas Penerapan
Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik “Merdeka”
Kota Malang

2. Manfaat Akademis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Efektivitas
Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik
“Merdeka” Kota Malang serta dijadikan rujukan bagi mereka yang akan

melakukan penelitian di bidang yang sama.
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